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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA
TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di
lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan untuk
mengakomodasi kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan dan ketentuan mengenai
kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksana Tugas dan/atau
Pedoman Pelaksana Lingkungan Kementerian Keuangan;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916);
UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014
No. 292, TLN No. 5601); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 11 Tahun
2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477); Perpres Rl No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98);
Permenkeu RI No. 136/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1388); Permenkeu RI No.
180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1825); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No.
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plt. dan/ atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang berlaku
pada seluruh Unit untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan
kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Jabatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Diatur pula ketentuan mengenai tata cara penunjukan Plt. dan/atau Plh. yang mencakup
ketentuan umum, Pola dan Penunjukan, Kewenangan dan Hak, Pemberhentian, dan Penetapan
Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh., sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Plt. dan/ atau Plh. di
lingkungan Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau
Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian
Keuangan; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana
Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 November 2020 dan diundangkan pada tanggal
23 November 2020.



